BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Paser Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Daerah;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD;

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Paser Tahun 2005 -2025:

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Menetapkan

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN
2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelengara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Paser



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai
dengan tahun 2026.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumberdaya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara
terencana untuk mewujudkan visi daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Paser untuk periode 5 (lima) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
waktu S (lima) tahunan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi;

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah.

Pasal 2

RPJMD merupakan:
a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah,
dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2005-2025; dan
dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi
seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang berkesinambungan.



(1)

(2)

Pasal 3

RPJMD ini disusun dengan Sistematika terdiri dari:

a. BABI . PENDAHULUAN;

b. BABII ' GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BABIII . GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

d. BABIV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;

e. BABV . VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;

f. BAB VI . STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH;

g. BABVII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

h. BABVIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH;

i. BABIX . PENUTUP

Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD berfungsi sebagai :

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD;

pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD;

acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran
pemerintah daerah.

Pasal 5

Bappedalitbang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkala.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun
dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

Perubahan RPJMD dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan
perundangan yang berlaku.

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.



Pasal 7
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI
Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ....... TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026

[. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diwajibkan
menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun
ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap
daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya
otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Paser
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten
Paser, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 tahun
ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2021 hingga tahun 2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR ...






